LAMPIRAN



Lampiran
Laporan Wawancara dengan Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa

Tengah
Hari/Tanggal : Senin, 24 September 2018
Pukul :12.30 WIB
Tempat : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa
Tengah
Narasumber :Agus Supriyanto, Sekretaris PPID Utama

DPUBINMARCIPKA Pemprov Jateng

Pewawancara : Elva Visoladilla Indi Scorvir

Menurut Sekretaris PPID tugas PPID (menurut Peraturan Gubernur Jawa
Tengah No. 12 Tahun 2015) yaitu; Mengklasifikasikan informasi berdasr 4
kategori informasi (informasi yang wajib ‘disediakan dan diumumkan secara
berkala, informasiyang wajib disediakan dan diumumkan secara serta — merta,
informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan),
Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan
dokumentasi yang ada di lingkungannya, Menyimpan, mendokumentasikan,
menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya
kepada publik, Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di
lingkungannya, Melakukan pemuthakiran informasi dan dokumentasi yang ada di
lingkungannya, Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di

lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat, Melakukan inventarisasi informasi



yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama dan Memberikan
laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID
Utama secara berkala.

Beliau mengatakan bahwa layanan PPID di dinas tersebut diberlakukan
sejak tahun 2015. Selama ini layanan PPID di dinas tersebut sudah dilakukan
sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan Undang — Undang
(UU) Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik. Perihal struktur terbaru-PPID dan Surat Keputusan (SK) 2018 susah
ditetapkan dan bisa diperoleh.

Menurut beliau, Daftar Informasi Publik (DIP) tahun 2018 disediakan dan
setiap tahun ditetapkan. Ditemukan adanya kendala layanan PPID yakni bahwa
update data di situs sering terlambat karena keterbatasan tenaga. Selama ini 4
kategori informasi di dinas tersebut sudah dianggap mencantumkan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2010 dan
tidak ditemukan kendala dalam prosesnya.

Dinyatakan olehbeliau bahwa belum tereantumnya struktur PPID dan
Tugas PPID di situs karena masih dalam proses pengembangan dan akan

segera dilengkapi.



Lampiran

Laporan Wawancara dengan Staf PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Tengah

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Oktober 2018

Pukul :14.30 WIB

Tempat : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Narasumber : Bapak Mufti Agung, Sekretaris PPID DINKES Pemprov
Jateng

Pewawancara : ElvaVisoladilla Indi Scorvir

Menurut Mufti Agung, tugas PPID (menurut Peraturan Gubernur Jawa
Tengah No. 12 Tahun 2015) vaitu; Mengklasifikasikan informasi berdasar 4
kategori informasi (informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta — merta,
informasi'yang wajib tersedia setiap saat dan_informasi yang dikecualikan),
Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan
dokumentasi yang ada-di lingkungannya, Menyimpan, mendokumentasikan,
menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya
kepada publik, Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di
lingkungannya, Melakukan pemuthakiran informasi dan dokumentasi yang ada di
lingkungannya, Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di
lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat, Melakukan inventarisasi informasi

yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama dan Memberikan



laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID
Utama secara berkala.

Beliau mengatakan bahwa layanan PPID di dinas tersebut diberlakukan
sejak tahun 2012. Selama ini layanan PPID di dinas tersebut dinilai lancar dan
sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika ditemukan adanya
kesalahan dalam proses, maka segera dilakukan perbaikan. Perihal struktur
terbaru PPID dan Surat Keputusan (SK) 2018 susah ditetapkan.

Menurut beliau, Daftar Informasi Publik (DIP)tahun 2018 disediakan dan
setiap tahun ditetapkan. Selama ini beliau menilai tidak adanya kendala layanan
PPID. Selama ini 4 kategori informasi di dinas tersebut sudah dianggap
mencantumkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi (PERKI)

No. 1 Tahun 2010 dan tidak ditemukan kendala dalam prosesnya.



Lampiran
Laporan Wawancara dengan Staf PPID Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Hari/Tanggal : Selasa, 9 Oktober 2018

Pukul :11.30 WIB

Tempat : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Tengah

Narasumber : Junanto Hari

Pewawancara : ElvaVisoladilla Indi Scorvir

Menurut bapak Junanto Hari, tugas PPID vyaitu; @ Penyediaan,
penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi, Pelayanan
informasi sesuai dengan aturan yang berlaku, Pelayanan informasi publik yang
cepat, tepat dan sederhana, Penetapan prosedur operasional penyebarluasan
informasi publik, Pengujian konsekuensi, Pengklasifikasian informasi dan/atau
pengubahnnya, Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka
waktu pengecualiannya sebagai informasi publik-yang dapat diakses, Penetapan
pertimbangan tertulis atas setiap_kebijakan‘yang diambil untuk memenuhi hak
setiap orang atas informasi publik.

Beliau mengatakan bahwa layanan PPID di dinas tersebut diberlakukan
sejak tahun 2016. Selama ini layanan PPID di dinas tersebut sudah dilakukan
dan berjalan lancar, terutama dalam melayani pemohon informasi. Perihal
struktur terbaru PPID dan Surat Keputusan (SK) 2018 susah ditetapkan dan bisa

diperolenh.



Menurut beliau, Daftar Informasi Publik (DIP) tahun 2018 disediakan dan
setiap tahun ditetapkan serta dapat diperoleh. Ditemukan adanya kendala
layanan PPID yakni keterbatasan tenaga dalam mengelola olah data PPID.

Selama ini 4 kategori informasi di dinas tersebut belum dianggap
mencantumkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi (PERKI)
No. 1 Tahun 2010. Bahkan beliau menyatakan tidak mengerti dan tidak tahu
menahu soal adanya PERKI No. 1 Tahun 2010 tersebut sehubungan dengan 4
kategori infomasi tersebut. Selama ini, beliau dan rekan membuat data tersebut
dengan cara mengambil contoh dari salah satu dinas-tertentu dan kemudian
mencocokkan sesuai dengan keperluan.

Dinyatakan oleh beliau bahwa memang terjadi adanya kesalahan teknis
di situs  yang menyebabkan hilangnya informasi yang tadinya sudah
dicantumkan, yang kemudian dapat hilang dengan sendirinya karena data yang
lama tenggelam dan tergantikan dengan data yang baru. Bahkan informasi
terkait SOP, DIP, struktur PPID, tugas PPID dan 4 kategori informasi yang
tadinya tercantum di situs (walau tidak dapat diakses), sekarang hilang, dengan

kata lain informasiterkait tersebut tidak tercantum lagi di situs.



Lampiran
Laporan Wawancara dengan Staf PPID Dinas Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa

Tengah

Hari/Tanggal : Selasa, 25 September 2018

Pukul :11. 00 WIB

Tempat : Dinas Badan Perencanaan. Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Narasumber : Ibu'Rumasinah, seorang staff PPID BAPPEDA Pemprov
Jateng

Pewawancara : Elva Visoladilla Indi Scorvir

Menurut staf PPID, tugas PPID vyaitu; Mengklasifikasikan informasi
berdasr 4 kategori informasi (informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta —
merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang
dikecualikan), Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan
informasi dan dokumentasi ~yang ada di lingkungannya, Menyimpan,
mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada
di lingkungannya kepada publik, Melakukan verifikasi bahan informasi publik
yang ada di lingkungannya, Melakukan pemuthakiran informasi dan dokumentasi
yang ada di lingkungannya, Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada
di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat, Melakukan inventarisasi

informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama dan



Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya
kepada PPID Utama secara berkala.

Beliau mengatakan bahwa layanan PPID di dinas tersebut diberlakukan
sejak tahun 2014. Selama ini layanan PPID di dinas tersebut sudah dilakukan
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelayanan terhadap masyarakat sebagai
pemohon informasi juga lancar dilakukan, pada umumnya cenderung pada
pelayanan berbasis situs. Perihal struktur terbaru PPID dan Surat Keputusan
(SK) 2018 susah ditetapkan dan-bisa diperoleh.

Menurut beliau, Daftar Informasi Publik (DIP) tahun 2018 disediakan dan
setiap tahun ditetapkan dan bisa diperoleh. Ditemukan adanya kendala layanan
PPID yakni bahwa kurangnya koordinasi antar sesama sumber daya manusia
dalam ruang lingkup internal. Selama ini 4 kategori informasi di dinas tersebut
sudah dianggap mencantumkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi
Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2010.-Adapun kendalanya yakni kesulitan dalam
mengolah data, terutama data matrik dan juga adanya kesalahpahaman perihal
penilaian 'situs antar pihak — pihak terkait, 'serta masalah anggaran yang dinilai

masih kuranh untuk urusan pengelolaan.



Lampiran
Laporan Wawancara dengan Sekretaris PPID Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Jawa Tengah

Hari/Tanggal : Rabu, 26 September 2018

Pukul : 08.30 WIB

Tempat : Ruang Kepala Bidang Statistik

Narasumber . Bapak-Tubayanu, Sekretaris PPID Utama Diskominfo

Pemprov Jateng

Pewawancara : ElvaVisoladilla Indi Scorvir

Menurut bapak Tubayanu, tugas PPID yaitu; Mengklasifikasikan informasi
berdasr 4 kategori informasi (informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta —
merta, ‘informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang
dikecualikan), Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan
informasi dan  dokumentasi yang ada di lingkungannya, Menyimpan,
mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada
di lingkungannya kepada publik, Melakukan verifikasi bahan informasi publik
yang ada di lingkungannya, Melakukan pemuthakiran informasi dan dokumentasi
yang ada di lingkungannya, Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada
di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat, Melakukan inventarisasi
informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama dan
Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya

kepada PPID Utama secara berkala.



Beliau mengatakan bahwa layanan PPID di dinas tersebut diberlakukan
sejak tahun 2010. Selama ini layanan PPID di dinas tersebut sudah dilakukan
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beliau menyatakan bahwa secara umum
pelayanan melalui situs sangat gencar dilakukan, namun pelayanan melalui via
manual (surat/direct message) juga tetap dilakukan. Saat ini dinas tersebut
sedang melakukan inovasi pelayanan informasi melalui penciptaan aplikasi
“Jateng Slim” berbasis Internet Mobile. Perihal struktur terbaru PPID dan Surat
Keputusan (SK) 2018:susah ditetapkan dan bisa diperoleh.

Menurut beliau, Daftar Informasi Publik (DIP) tahun 2018 disediakan dan
setiap tahun ditetapkan. Ditemukan adanya kendala layanan PPID yakni adanya
kekurangan tenaga sumber daya manusia dalam mengolah data PPID,
pemahaman masyarakat yang dinilai kurang mengerti dalam tata cara dan
prosedur dan kendala pendanaan yang dinilai selama ini masih kurang dalam
tata pengelolaannya. Selama ini 4 kategori informasi di dinas tersebut sudah
dianggap mencantumkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi
(PERKI) No. 1 Tahun 2010. Adapun ditemukan kendala dalam prosesnya yakni
seringnya kurang patuhnya pihak = pihak terkait dalam pengelolaan data untuk
segera memberikan data/memproses data.

Dinyatakan oleh beliau bahwa belum tercantumnya Tugas PPID di situs

karena masih dalam proses (situs/website masih baru).



Lampiran
Laporan Wawancara dengan staf PPID Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jawa Tengah

Hari/Tanggal .17, 26 , 28 September; 7-8 November 2018

Narasumber . staff PPID BKD Pemprov Jateng

Menurut staf .PPID. tugas PPID (menurut Keputusan Gubernur Jawa
Tengah Nomor -550/1 Tahun 2013) vyaitu; Penyediaan, penyimpanan,
pendokumentasian, dan pengamanan informasi, Pelayanan informasi sesuai
dengan aturan yang berlaku, Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan
sederhana, Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik,
Pengujian konsekuensi, Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahnnya,
Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu
pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses, Penetapan
pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak
setiap orang atas nformasi publik.

Selama ini layanan PPID di dinas tersebut sudah dilakukan sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Perihal- struktur terbaru PPID dan Surat
Keputusan (SK) 2018 susah ditetapkan dan bisa diperoleh.

Menurut beliau, Daftar Informasi Publik (DIP) tahun 2018 disediakan dan
setiap tahun ditetapkan. Sejauh ini dinilai tidak ditemukan adanya kendala
layanan PPID, karena selama ini permohonan informasi selalu dapat dipenuhi.

Selama ini 4 kategori informasi di dinas tersebut sudah dianggap mencantumkan



sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2010

dan tidak ditemukan kendala dalam prosesnya.
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